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Jenimbang

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

EDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN
pERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam
upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang
yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokrasi,
dengan memberdayakan potensi usaha kerakyatan
yang mengarah pada kemampuan produksi dan
pemasaran, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas
dan kemandirian pelaku usaha perkebunan serta untuk
memberdayakan masyarakat perkebunan, maka perlu
memberikan Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan
Rakyat Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Bcelanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, untuk itu perlu diatur dengan Pedoman
Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan
Perkebunan Rakyat Kabupaten Sintang Atas Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Sintang Tahun Anggaran 2012;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada
huruf a dan b di atas, dibentuk dengan Peraturan

Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat NOl’l:lOl’ 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Dj
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negary
Republik Indonesia Nomor 352} Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyp,
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang -
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10.

Undang-Undang Nomor
Penyelenggaraan Negara v
Korupsi, Kolusj
Republik Indones;i
Lembaran Negara

28 Tahun 1999 tentang
N ang Bersih Dan Bebas Dari
an  Nepotisme (Lembaran Negara
a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan_ Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lerpbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4150),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun '2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan .
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1

18.

8an Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomo
x r 140, Tambahan
Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah N

om
Pedoman Pembinaan Dg or 79 Tahun 2005 tentang

i : N Pengawasan Penyelenggaraan
Pe:i-nerm}ahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25);

Peraturan Dacrah Kabupalen Sintang Nomor | Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupalen Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Dacrah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012

Nomeor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
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KETENTUAN Umupm

Pasal |
Juran ini, yang dimaksud dengan -
f
o Daerah adalah
¥ intahan L dan DPRgﬁ“Yﬂleggaman urusan pemerintahan oleh
pe . igh Daerah € Menurut asas otonomi dan azas tugas

e g i asnya dalam sistem dan
F’"'Tsip Hcgdlau h{;.uil:us:;sr H“m}.m.k Indonesiy sebagaimana dimaksud
P'I|I1m yndang-uUndang Ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
do ;

mr:riﬂ““h Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
H L]

} i adalah Bupati Sintang;
Bu

serkebunan Rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan
a3l diselenggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak berbadan
akurm dengan luasan maksimal 25 (dua puluh lima) hektar atau
peclola :an‘amilmpﬂfkt‘b'ﬂ_‘af? yang mempunyai jumlah pohon yang
dipelihara lebih dari balas minimum usaha. Berdasarkan besar kecilnya,
ssaha perkebunan rakyat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu
pcngﬂlﬂlﬂ perkebunan dan pemelihara perkebunan;

petani perkebunan adalah petani yang membudidayakan/mengusahakan
wnaman perkebunan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk
gijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri dan
mempunyai jumlah pohon lebih besar dari batas minimal usaha;

Kelompok sasaran adalah kelompok tani yang telah ada dan menjalankan
usaha agribisnis perkebunan, diprioritaskan pada kelompok yang memiliki
kendala modal;

Pelaku Agribisnis adalah semua pihak yang berperan dan mempengaruhi
berfungsinya sistem dan usaha agribisnis, pelaku usaha (yang bergerak

dalam usaha produksi dan perdagangan barang dan jasa : input produksi,
pengolahan dan pemasaran hasil), kelembagaan usaha ekonomi dan sosial
kemasyarakatan serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya
%ctara langsung dan tidak langsung mendorong dan mempengaruhi
embangunan agribisnis;

' melxrdayaan masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam
“Ngka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara
Tandiri mampy mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya
%ara berkelanjutan:

Mg
ht'fupu Mengembangkan diri dalam pengu

penamﬁ-ﬁl sebagai narasumber, guru, mediator, perangsang atay
dng-

11.Hibah

PEndamp]ng adalah pelugas }Fa]’]g ditugﬂﬁkﬂl khUSUS SEbagELl

::;iﬁ;llhping dalam upaya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan
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I'Fas‘l

h'!‘talﬂr Daerah adalah petugas yang ditugaskan khgsus sebagai
"du, membantu dan menguatkan masyarakat/petani agar dapat

atan kelembagaan. Fasilitator



Hilﬁ'h cn Sintang kepada: pemeringap, B alau jasa dari Pemerintah

' a , a _——
L K;lblwl‘huﬂn daerah, masyarakat dgp Urt’du,meCnnLah daerah lainnya,
. i e o anisasi kem:
p(-rllb‘ . esifik telah ditetapkan P‘”’Unlukin:‘mu kLmasyarakutan, yang
tkanny

sl‘ﬁl[‘i‘ engikat, serta tidak sccara 1epyg -y a, bersifat tidak wajib dan
ﬁitunjﬂ“g penyclenggaraan urusan Dcmcrinta;r:ic{zgg bertujuan untuk
rn‘ ’

-ndapatan Dan Belan;i
an Pendapa clanju Daerah vs ‘

X 3 o ydn ! —I.' ..

b3 dalah rf.nutinu kc.uc_mglm lahunan P(:mcrisml: QZJ;Jnyx: dn;ngkat
,“ng dibuhafs dan lbt}}JJQI bersama oleh Pemerintah Kabup:tcn S?ntang
v HPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan PSS e
dat Pkan dengan Peraturan Daerah.

BAB 1

Tz
12 "':Hb a

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

itetapkannya Peraturan ini adalah ‘mberi . : i
aksud di Sk memberikan  pedoman  bagi
rngelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Atas Beban
ggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun
iggaran 2012

Pasal 3

Tyjuan diberikannya Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah
untukK :

. memperkuat modal pclaku  usaha, sarana dan prasarana dalam
mengembangkan usaha agribisnis perkebunan;

_meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha
perkebunan;

: mengembangkan usaha perkebunan  dan  agroindustn di kawasan
pengembangan perkebunan;

¢ meningkatkan kemandirian dan kerasama kclompok;

mendorong  berkembangnya  lembapa Keuangan mikro  agnbisnis
perkebunan dan kelembapaan ckonomi pedesaan lainnya;

mendorong berkembangnya lembaga pendidikan dan pelathan swadaya
masyarakat di bidang perkebunan;

-mendorong tumbuh  dan  berkembangnya pelaku  agrnbisms muda dan
terdidik dibidang perkebunan.

IS)

-

s

Pasal 4

R:“f"g Lingkup yang diatur dalim Peraturan ini, mechputi Pengelolaan Dana
pmd]h Untuk  Pembangunan  Perkebunan Rakyat, Pt'njbf,‘rda)"aanr dgn

Bmbangan Usaha Perkebunan, Pembuiaan dan Pengendahian, Monttoring,
.m‘ _EValuvdsi dan Pelaporan, dengan Fincian sebagaimana tercantum dalam

Mpir, ; . an i
Piran | sampai dengan Lampiran 1V Peraturan ini.
Pasal S5

ﬁ Lﬂm , ‘ 1
’*fpi?ran stbapatrang, dimalksidl, pros Pasal 4, merupakan bagian yang tidak
Sahle. . an
kan dar Peraturan int.

BAB 111 ..
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

i perlaku sejak tanggal diundangkan.

?"ﬁlluﬁijap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
P 9;;“ Pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

e

w

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 4§ Jugr 2012

BUPATI SINT.
(-\ A ANG,{

I
MILTON CROSBY

jundangkan di Sinmpg
uda tanggal A Juar 2012

FHRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (

IELKIFLI HAJI AHMAD

S
BRITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR S.ﬂ
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/ . PERATURAN BUPAT

: S
N ! NOMOR : TAHLfIiTHNG
me” TANGGAL : zuf‘%”
TENTANG : PEDOM AN

UNTUK FEENGELOMAN DANA HIBAH
RAKYAT Nﬂ;lBANGUNAN PERKEBUNAN
PENDAPAT AS BEBAN ANGGARAN
kﬂuum,m‘;ﬂ SNDAN _ BELANJA  DAERAH
2012 INTANG TAHUN ANGGARAN

DANA HIBAH UNTUK pg

ELO
ﬁ_ﬂﬁ AT ATAS BEBAN ANGGARAN PEND
APATAN DAN BELANJA
R DAE

rAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

st

el adalah bantulan pemerintah daerah dalam bentuk uang yang
jiberikan kEPﬂdaH_l;: ﬁmpuk Fa”' yang secara spesifik telah ditetapkan
X ukannya. Hiba untuk pembangunan perkebunan rakyat diatur
'i]m pedoman 1iml yaiu transfer dana dari kas daerah ke rekening
ujumpﬂk tani sasaran.

JNGELOLAAN DANA HIBAH.

\ Sasaran dan Indikator Keberhasilan.
1. Sasaran p!enyaluran dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan
Rakyat yaitu :
a. Menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam
mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku
agribisnis perkebunan.
¢. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan
pengembangan perkebunan.

d. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok tani

perkebunan.

e. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro

agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.

. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan

swadaya masyarakat dibidang perkebunan.

g. Tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik

dibidang perkebunan,

2. Indikator output penyaluran dana Hibah untuk pembangunan

perkebunan rakyat adalah :
a,

Tersalurnya dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan

Rakyat kepada kelompok tani sasaran.

b. Tersedianya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam

mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
¢. Terselenpgaranya kegiatan pemberdayaan petani.

3. Indikator outcome penyaluran dana Hibah untuk pembangunan

Perkebunan rakyat, antara lain :
& Meningkatnya usaha

kelompok yang mampu mengelola

00856

permodalan sesuai kaidah — kaidah bisnis melalui pemanfaatan

dana Hibah.

Meningkatnya produktivitas usaha kelompok tani dan nilaj

tambah dalam agribisnis.

c. Meningkatnya |




Meningkatnya pemupukan q,
kt:lomPOk secara efisien. 4n  pemanfaatan modal usaha

anekan indikator impqct .
gedang Pact dari penyaluran g :
cmbangunan lp_erlrfebunan rakyat dalam pembanana l-hbahk untuk
Jaerah antara lain : gunan (ekonomi)

Berkembangnya lapangan : _
pendapatan daerah. 8 pekerjaan dan usaha, konstribusi

. Berkembangnya produksi, produktivi ilai
b dalam agribisnis perkebunanl.) SIS, dan inifai. famizah

.. Berkembangnya usaha agribisnig
pengembangan perkebunan.

d Berkembapgnya kemandirian dan ke jas
serta kemitraan dengan pemangku kepgntii?:n.dalam elompok

e. Berkembangnya —lembaga keuangan mikro agribisnis dan
lembaga ekonomi perdesaan lainnya,

{ Berkembangnyg sentra-sentra perkebunan.

g. Berkurangnya Jumlah penduduk miskin di pedesaan.

h. Meningkatnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya
saing dibidang perkebunan.

a.

dan agroindustri di kawasan

1
p. Keglatan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Kegiatan dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang
melaksanakan pencairan dana hibah untuk kelompok tani sasaran
dengan cara transfer dana dari Kas Daerah ke rekening kelompok tani
sasaran sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sintang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan
Pembangunan Perkebunan Rakyat pada kelompok tani sasaran
penerima dana hibah.

. Kelompok Sagaran.

Kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang telah ada dan menjalankan
usaha agribisnis perkebunan dengan prioritas pada kelompok yang
memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber
permodalan.

Petani atau warga masyarakat sasaran yang tergabung dalam kelompok
tani sebagai penerima dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan
Rakyat yaitu anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati Sintang dengan tembusan antara lam_ dlS&mpal.kan
kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten S_mtang, Dinas
Pendaputan Pengelola Kcuangan dan Aset Kabupatgn Sintang, Badan
Perencang Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Inspektur
Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sintang.

?FOSCS seleksi kelompok tani s
‘M Teknis Kabupaten Sintang.
etapkan secara musyawarah atas

asaran dan calon lokasi dilakukan oleh
Proses seleksi dilakukan secara terbuka,
dasar kepentingan pengembangan
Perkebunan dj pedesaan dan usulan dari masyarakat, serta hasil
ld?miﬁkasi olehp enyiluls pertanian / pendamping/ petugas teknis
Ainnyg yang telah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

"N Perkebunan Kabupaten Sintang.

| Rﬂteria Umum dan Kriteria Teknis Calon Kelompok.

N PP
aSaran kriteria umum calon kelompok sasaran, yaitu :

1. Kelompok ...

00857
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1.

k yang bersangkut

glompO ‘utan  sudah : :

engalaman, dapat dipercaya sertaad;gmdah eksis dan akti,
saha/kegxalan melalui  kerjasamg kelom :}:l mengembangkan
anggotanya 25 orang. pok, dengan jumlah
. k yang bersangkutan tidak
Kclompo 2 idak sedang me )
odal atau fasilitas lain untuk kcgialang ya;ndisatl\ar:x pcqgua't:én
saat ang bersamaan. g sama/sejenis pada

clompok yang bersangkutan tidak b
]lfredjt atau sumber permodalan lainny‘:: masalah dengan perbankan,

geota kelompok merupakan pelaku usaha atau anggota
masyarakat yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak d%aglam
mendorong perkembangan usaha agribisnis perke%)gunan atau
chUJUdka“ peningkatan produktivitas masyarakat secara luas
Anggota kelompok m_emiliki kesulitan dalam mengakses su;'nber
ermodalan_ komersu.al, sehingga sulit untuk menerapkan
rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan
peluang pasar.

g, Tata cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran.

Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas
pengembangan wilayah perkebunan masuk dalam Musyawarah
perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan usulan/proposal
dari kelompok pelaku perkebunan. Proses seleksi calon kelompok
sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah
dipersiapkan sebelumnya olch Penyuluh Pertanian Lapangan.

 gebelum dilakukan - seleksi calon kelompok terlebih dahulu

dilakukan inventarisasi/pendataan ( long list ) terhadap para petani
(masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang
meliputi : Nama dan Alamat Kelompok Tani beserta jumlah
anggotanya, lokasi dan luas areal usaha tani yang akan diusahakan.
Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua
tahap. Seleksi Tahpap-I (short list), dimana aspek penilaian pada
tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi
kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman. Seleksi
Tahap-1I, Tim Teknis Kabupaten melakukan penilaian terhadap
usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha.
Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha
kelompok saat ini, sumber daya dan sarana yang telah dimiliki
kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang
akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya,
serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan
usaha kelompok.

Setelah dilakukan seleksi tahap I dan I, Tim Teknis
menyelenggarakan musyawarah dan memaparkan hasil seleksinya
yang dihadiri oleh stakeholder meliputi : Instansi Terkait, Perguruan
Tinggi, Organisasi Petani, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha
lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Bfenta Acara Y‘mg
memuat Daftar Kelompok Sasaran Calon Penerima Dana Hibah

untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

M .
tkanjgme Penetapan Kelompok Sasaran.

Berd"“Sﬁ\rkan berita acara hasil musyawarah, Tim Teknis Kabupaten

D:n“gUSUlkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebagai calon
d

fima dana Hibah dengan keputusan Bupgti Sintang. Hasil seleksi
Penetapan  kelompok diumumkan/ disosialisasikan  kepada

Warakat luas oleh Tim Teknis Kabupatett

. Mekanisme ..
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| / ..me seleksi kelompok dan

=

gf” pesy®

i _—
? B g
Pa BIDANG
Juknis PERBENDA
*rm::‘mﬁasﬂm BENDAHARA, HARAAN
}""r/‘_ PPKD DINAS PPRA
yanap1; 0!
‘@ [ Diversifikasi Tim Tel:ni!.—l I

i pusyawarah B
| penta Acara CPICL Menyusun RUK
e

i tah
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. Pengorganisasian kelompok.

Pengembangan organisasi  kelompok diarahkan untuk memenuhi

prinsip-prinsip sebagai berikut :

. Kelompok usaha/kegiatan mempunyai struktur organisasi yang
dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan
disepakati bersama anggola.

2. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab
kepada anggota, dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam
rapat kelompok yang dilakukan secara kelompok.

3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam
kelompok maupun antar kelompok dalam Gabungan Kelompok Tani
[GAPOKTAN) disusun secara partisipatif.

4. Proses pengambalian keputusan dilakukan secara musyawarah dan
dituangkan dalam Dberita  acara  atau  risalah  rapat  yang
ditﬂnﬂatungﬂni olch pcngurus dan diketahui olch unsur pcmbina
atau instansi terkait.

9 Anggota  melakukan  pengawasan  terhadap  perkembangan
: usaha /kegiatan. _ . L
> Kelompok membangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait.

Pengembangan kelompok/gapoktan  diarahkan  menuju
lerbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha

berbadan hukum lainnya.

::Dgajuan dan Penyaluran Dana Hibah untuk Pembangunan
*kebunan Rakyat.

Pog a 1 l D i

.~ ANgparan kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Hl_bah
gltampuﬂg dalari Pos %e;agnja Hibah untuk kelompok tani pada Dinas
andap“tan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang.

Oseg Pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah dilakukan dengan

key
g
Mluan sebagai berikut :

l. Rencana .



L / ana Usaha Kelompok (RUK) dis

RenC

. . usun
1. disahkan/ ditandatanganj ketua kelom:flil kelompok sasaran dan
yelompok- buk e dua anesomn
1omP0k membuka rekenip tab
2 g:mk terdckat. ® tabungan pada Kantor Cabang/Unit

k men 1

etua kelompo gusulkan Ryg |,

Sthelah diteliti oleh Ketya Tim '[‘eknie

inas Kehutanan dan Perkebunap, Kab
dahara Pejabat Pengelolg

4. B na usaha kelompok dari Keuangan Daeran (PPKD)  meneliti
renca e engeluark Tl masing-masing kelompok yang akan
dibiayal g Kan - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
selanjutnya mengajuk{:m ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
kemudian KPA mengajukan Surat Perintap, Membayar Langsung
(SPM'LS) dengan lampiran sebagai be d & ®

. rikut :
Keputusan Bupati tentang Peneta a :
dan Besar Dana Hibah un pan Kelompok Tani Sasaran

)ana . tuk Kelompok Tani Sasaran

b. Naskah Perjanjian bez}h antara Pemerintah Kabupav-cen Sintang
dengan kelompok tani sasaran tentang Belanja Hibah untuk
Pembangunan Perkebunan Rakyat.

c. Berita Acara Serah Terima Dana Hibah dari KPA PPKD kepada
Ketua Kelompok Tani Sasaran,
d. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan

diketahui/disetujui - oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD
Kabupaten Sintang.

e. Rekapitulasi RUK, dengan mencantumkan :

1) Nama kelompok.

2) Nama ketua kelompok.

3) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok.

4) Nama cabang/unit Bank terdekat.

5) Jumlah dana.

5. Dinas Pendapatan, Pengclola Keuangan dan Asset Kabupaten

Sintang melalui Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan.

S dan disetujui oleh Kepala
upaten Sintang,

a.

I Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah untuk

Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS
digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif
bidang  perkebunan. Sedangkan anggaran Pembinaan dan
Pendampingan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sintang dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis,
perencanaan seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan,
]Pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi kegiatan serta
ainnya. . )

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama
“tcara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh staf teknis.
Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana
Produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang
tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis
4N jumlah sarana produksi yang diputuskan berdasarkan musyawarah

“Nggota kelompok.

P .
*Mupukan Modal Kelompok.

Dang Hibah ini diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
untuk mengembangkan usaha perkcbunan dan'atau ‘upgrlya_upaya
ECHIecahan masalah perkebunan. Dana tersebut tidak digulirkan dan
da dikembalikan ke kas d aerah, rekening dinas maupun rekening

individy ..
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: at, namun dikelola oleh ¢
mdj#ldunaz.:;diﬁ oleh kelompok tani sak:al?;nn?ok SRLBCAR SIS
dlDB: ang diSELlurkan kepada kt‘:lﬂmpak mﬂmpakﬂ.ﬂ dana hibah yang
paﬂu Jikembangkan untuk usaha produktif kelompok sehingga usaha
P {nrﬂ ok yang bersangkutan mandiri. Dengan demikian anggota
ucw ok yang menerima Dana Hibah tidak memperolehnya secara
ke na-cuma; namun mereka harus memupuk/mengembangkan usaha
o kondisi malsrmg—masing kelompok.
9';‘& rangka mengatasi permasalahan permodalan dan penyediaan
o] jangka parjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan
: ibisnis dipedesaan. Fasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan
mlikm agribisnis ter sebut berasal dari dana pembinaan operasional yang
jaksanaanya dapat melibatkan lembaga lain yang berpengalaman
Jalam pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

q’ BUPATI SINTANG, ’{v

S

’
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) Koz P

gecara konseptual pemberdayaan masyarakat perkebunan cakupannya
gapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan

«bagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan
dan mengembangkan —usaha/kegiatannya secara mandiri  dan
perkelanjutan. Kelompok yang dimaksud yaitu kelompok usaha atau
kelompok masyarakat di bidang perkebunan yang dikelola oleh petani
atau kelompok dan pelaku agribisnis lain. Dalam hal ini pemberdayaan
masyarakat agribisnis perkebunan maupun pemberdayaan masyarakat
dengan pendekatan kelompok usaha produktif perkebunan.
pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondisi
yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan
daya yang dimiliki .masyarakat serta memberikan perlindungan
seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu
dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dam
kemampuan pelaku agribisnis perkebunan.
Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu
mengembangkan usaha/kegiatan dibidang perkebunan secara mandiri
vang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha
perkebunannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok
diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan
usaha-usaha produktif di bidang perkebunan.
Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan
kesadaran kelompok dalam mengembangkan usaha secara partisipatif.
Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi
kt:lcrgantungun pelaku  usaha terhadap berbagai fasilitas dan
kemudahan yang harus disedinkan pemerintah, serta meningkatkan
kemandirian kelompok. Mengingal proses pemberdayaan memerlukan
%aklu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan periu
g_'f&m:ang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan
llakukan terus menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan
‘Mampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

R"“’-“E Lingkup Pemberdayaan Kelompok.

E:nu Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan salah
.t'" bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok.
8Ip dasar pemberdayaan kelompok yaitu :

" Dang hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan
ANa stimylan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan

Motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah
Mavan dan kemampuan kelompok itu sendiri;

2. Dana .
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an o
2. di‘;unakan untuk usaha produktif; perkebunan rakyat wajib
sal’

3. r)gcmbangan usaha kelompok, yang dituan
5 D20

mcnurﬂblll’llf‘e‘i‘;l1 d‘:in memperbesar skala usaha, efisiensi dan

; annrngl usaha, dan memanfaatkan sumberday’a lokal secara

optme

Pf;ngembangam kelembagaan diarahkan pada kelembagaan berbadan

pukum, koperasi dengan manajemen profesional dan mandiri:

Pcngembangan manajemen  usaha kelompok diarahkan, pada

peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola

usaha dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya
sehingga tercapai kemandirian kelompok; :

7. Dalam I angk.a pqueml?angan kelembagaan, manajemen dan usaha
kelompok di fasilitasi dengan kegiatan pembinaan pelatihan
sekolah lap.ang{ per.lda.mpingan serta kemitraan dengan s,wasta; dan ,

5. Untuk opumghsgSJ kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan
kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1 pENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS.

). Penguatan Kelembagaan Usaha.

Kelembagaan usaha  dikembangkan seiring dengan semakin
meningkatnya skala usaha kelompok dan permintaan hasil produknya.
Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap, dinamis
dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha
semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi
gabungan kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum
lainnya. Penguatan  kelembagaan  usaha dilakukan  melalui
pengembangan aktifitas organisasi  kelompok, pengembangan
kemampuan memupuk modal, pengembangan kemampuan kelompok
melalui bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan
serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

+ Pengembangan Manajemen.

Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali dibawah
satu manajemen usaha Yyang profesional. Guna meningkatkan
partisipasi anggota Kkelompok serta tercapainya kesejajaran dan
keterbukaan antara angota dengan pengurus, maka mulai tahap
Ptrencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi para anggota kelompok
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan
fesiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan
Melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani seperti

Pelatihan, magang dan lainnya.

' l’engﬂnbangan Jenis Usaha Produktif.

Jenis‘jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok searah
g telah ditetapkan. Berbagai jenis

difokuskan kepada usaha perkebunan

u‘;ngan pengembangan kawasan yan
0naha yang dapat dikembangkan
pa;{arm (mencakup usaha jasa pen

€n, saprodi dan modal us
unda jual, kios saprodi dan lainnya).

Penentuan ..

golahan lahan atau mekanisasi pra-
aha lainnya) secara monokultur maupun

Uaha tap; terpadu, ‘dan off-farm (pengolahan dan pemasaran hasil,

\ / | )
\ nd nibah untuk pembangUn 00863



dené kelomP(’k itu  sendiri danp
ole perdayaan dan penyuluhan pertan;j
an pcngcmbangan jenis usaha
ah ' prioritas kebutuhan pengemb
ber daya alam, sumberdaya many
'_c,uﬂ; struktur, kelayakan ekonomi dan
mféarﬁ lebih rinci jenis-jenis usahga
ScbutUhan pengembangan usaha disesuikan dengan potensi dan
qdisi setempat dengan mengajukan kepada kriteria-kriteria tersebut
Jan diatur lebih lanjut ke dalam Pctunjuk Tim Teknis Kabupaten.

dlsu}crgikan dengan kegiatan
an di kabupaten.

produktif kelompok disesuaikan
angan dengan kriteria : potensi
S1a, permodalan, aksesibilitas dan
potensi pasar.

produktif kelompok dan proritas

_yANFAATAN DANA HIBAH.
P

palam melaksanakan k(;(glatan pcmberdayaan masyarakat perkebunan
pelalui Dana Hibah untu Pem_bangun_an Perkebunan Rakyat dan anggota
masyarakat dan'beberapa keglatan‘ lamnyg mengacu kepada pendoman.
Besarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud di sesuaikan dengan
| Lemampuan anggaran yang terscdia.

" pena Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan masyarakat
gisalurkan langsung kf; rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan.
penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok
jidasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok.
pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dan
penentuan  pengunaannya  didasarkan pada hasil keputusan bersama
seluruh anggota kelompok yang diajukan dengan Berita Acara Hasil Rapat
kelompok.

Arahan pengunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat
ini merupakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masing-
masing kelompok sasaran antara lain digunakan untuk pengadaan bibit
karet okulasi mata tidur, sarana produksi seperti polybag, pupuk, herbisida,
alat pertanian kecil dan bantuan angkutan barang serta bantuan
operasional kelompok tani.

Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yang disalurkan ke
itkening kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif, permodalan
Jang sudah diterima kelompok agar terus dipupuk serta dikelola dengan
Manajemen profesional.

J
PEMANFAATAN DANA PEMBINAAN OPERASIONAL.

TNjuan dan sasaran kegiatannya harus mengacu kepada alokasi dana yang
“cantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan
tMbinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat. Dana
®mbinaan dan pendampingan digunakan untuk memfasilitasi koordinasi,

Derencanaan, sosialisasi, perancangan/pedoman penumbuhan/
: “EEmbangan kelembagaan ekonomi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
[ma lainnya.

m .
ngiementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui Dana

Penah i bepsumiber dard pos belanja hibah 'pada Dinas Pendapatan,
nEEIola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang guna mendukung
Kegi. P10 tujuan dan sasaran kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat.
P2 pembinaan di fasilitasi dari dana kegiatan Pembinaan dan
i Pingan. Bentuk fasilitasi tersebut antara lain :
- 8o _yulsun.an Juknis; .
Yalisas dj tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
" Pe “Nifikasi dan scleksi kelompok sasaran; | L.
" By dMmpingan penyusunan rencana .usaha ke omipo -
AUhan manajemen dan teknis bagl kelompok_ SASArAR,

P 0 o o A

L Pembinaan ..

00864



—

. dampingan m i
: jan/pen anajemen, tekn
peff‘b puhan/pengembangan kelembagaan

b pents rauan dan pelaporan, dan
g Eegbin‘dan lanjutan dan evaluasi pascg kegiatan
C ;
i

1s usaha kelompok;
ekonomi;

.rasional juga  di

g erasiona jug igunakan untuk m
gl enggerakan dan

Dﬂ?:konwhdds;f;?la clj?:esl}:;-f}i(it dalam pelaku usaha:gg serta untuk
,gt; ge mbaﬂgan 1 Xawasan kabupaten antara lain :
1 ; .

nbinaan lanjutan bagi kelompok sasara
Penu mbuhan kelompok baruy;
Pgmbinaan kelompok bukan sasaran;
}1; cningkatan kapasitas aparat;
iera ngsang tumbuhnya lembaga ekonomi perdesaan;
Koordinast perencar}a;m dan c;:valuas‘i pembangunan perkebunan;
penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha dan petunjuk

lainny@; .
pengembangan statistik perkebunan, serta

pelaporan kinerja pembangunan perkebunan.

n tahun-tahun sebelumnya;

oR T D oW

h.
I

| pelaksanaan kegiatan bimbinga.n/ pelatihan teknis dan manajemen usaha
' lompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan

oleh Tim Teknis Kabupaten dan dapat berkerjasama dengan perguruan
inggi, lembaga pelatihan dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan
gisesuaikan dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya
dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok.

KONSTRIBUSI KELOMPOK.

Dana Hibah merupakan stimulasi bagi kelompok. Anggota kelompok
sasaran diharapkan memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha
yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok.
Meskipun Dana Hibah ini tidak digulirkan, namun kelompok petani harus
mempunyai semangat untuk menumbuhkan kegiatan poduktif sehingga
bisa dipakai untuk membantu pada kegiatan-kegiatan produktif yang lebih
besar.

- PERAN PERMERINTAH KABUPATEN, SWASTA DAN MASYARAKAT.

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara
Opumal apabila pihak Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat
Memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak Pemerintah Kabupaten harus
Mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan
dan kebijakan daerah, penyediaan prasarana tranportasi jalan, pasar,
“Wuran listrik serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan
pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara
e:nelfclnjutan.

anjffnlah Kabupaten juga berta
fualy an bagi kelompok sasaran d
Pihy 4sI dan pelaporan. _
Prog Svf/asta (pengusaha dan lainnya) berperan dalam penyedlgan sarana
ek Uksi, alat dan mesin, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer

iz 8» Pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha dengan
Dihar;melajui pola kemitraan. . :
he an masyarakat (organisasi petan, tokoh masyarakat dan lainnya)

mgd,eran dalam melakukan kontrol terhadap pemap'faatan dana penguatan
dalam' Setiap pihak difungsikan perannya dan dijalankan secara sinergi

Ugas dan fungsi masing-masing.

nggung jawab dalam pembinaan dan
alam bentuk supervisi, pemantauan,

VII. PENDAMPINGAN

00865



: pINGAN KELOMPOK USAHA.

rangkad pemberdayaan kelompok usah
#&D@wdapat dilakukan oleh Penyuluh pertan;

paerah, Balai Pengkajian Tekno
'}ﬁ"mw;anaman Perkebun
kst

a diperlukan pendampingan
an, Penyuluh Swakarsa dan
logi Pertanian (BPTP), Balai

3 Swz an, Balai Pengawas Benih, Sekolah Pertanian
unan (SPP), Swasla, Perguruan Tinggi, organisasi petani dan

i dampingan mencak : o7
e, Kegiatan Peit Cakup pengembangan kelembagaan,
lﬂj“ﬂ‘fi;ncn dan usaha : kﬁlﬂmp“kf dimulai dari tahap perencanaan,
mmi,aﬂ aan pasca kegiatan. Kegiatan pendampingan tersebut agar

Fd'ak jkan dengan kegiatan pendampingan/penyuluhan dari pos kegiatan
distﬂ‘:f da}*ﬂan-‘; penyuluhan,
e

{ Bupami sINTANG,

N/

e
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DAPATAN DAN BELANJA DAERAH

';(E:LIEEUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

FEHB: Hﬂﬂ.

inaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok

mpy mengembangkan Uﬂﬁhﬂl}ya sccara mandiri. Untuk itu diperlukan

M ungan dana pembinaan-lanjutan yang bersumber dari Dana Alokasi
;;u  Kabupaten Sintang.

i gtruktur Organisasi.

b

pgar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai

prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan

pemerintah yang bersih (clean  govenment), maka pelaksanaan

kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;

2. membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi transparansi dan
demokratisasi;

4. Memenuhi asas akuntabilitas;

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

B. Penanggung Jawab Program.

Bidang Perkebunan Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan
memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-
kegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain :

l. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengarahkan
kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
diletapkan;

2. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya
dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/pengendalian dan
evaluasi:

3, h!enyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai
Uung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran,

& Tim Teknis,

;rul;ll Teknis Kabupaten adalah tim leknis yang ditun{;uk dan ditetapkan

i Bupati. Tim Teknis beranggotakan dinas teknis terkait, lembaga

2 Nyuluhan Kabupaten, perguruan Ungg, organisasi petani/petani
\/asosiagj petani dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan

,Puggamn.

L 838 Tim Teknis Kabupaten adalah :

P‘-'“b’usun Petunjuk. Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada

edoman, disesuaikan dengan kondisi sas‘lal budaya setempat dap

Usaha yang dikembangkan;

2- MElak'Ukan o




Ve

elakukan sosialisasi dan seleksg; ¢
eiakukan pﬂmbmaan_ PCl'nantaUa

2. alon kelompok sasaran;
i* \embuat laporan hasil pemantgy

ad dan pengendalian:
_ an dan pengendalian;
e AAN OPERASIONAL,

f . : :

4 apcrasmﬂﬂl dituangkan kedalam

#E’ais Kabupaten mengacu kepada Pedoman Hibah atifalé’ Pemibangupan
Tﬁ;ebuﬂﬂn Rakyat. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum
Fz]'s belum diatur dalam Pedqman ini. Untuk itu Juknis agar disusun
o g fieksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi wilayah.

Juknis yang disusun oleh Tim

; 50 smL]S!LSI.

jalisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun
qtnen;  rAnSparais dan  akuntabilitas pelaksanaan program
npangunan perkebunan. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk
penampung  aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public
ftation), st?hzngga pemanfaatan dana Hibah dapat lebih terarah dan
| permanfaat bagi ﬂ_lﬂf‘f}"ar-'_ikat_ perkebunan.
pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat
kabupaten ~ sampal  tingkat  Dcsa/kelompok. Sosialisasi  ditingkat
desa/kelompok  bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi
pelaksanaan kegiatan, meningkatlan minat dan motivasi masyarakat dalam
pembangunan pgrk{:bunan serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan
penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana hibah.

E. PENGENDALIAN DANN PENGAWASAN.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dan Pengguna Anggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerahh melalui aparat pengawas
fungsional (Inspektorat Wilayah maupun lembaga/instansi pengawas
lainnya) dan  pengawasan oleh masyarakat, schingga diperlukan
pnyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait {penyuluh pertanian,
pengurus kelompok, anggota kelompok tokoh masyarakat, organisasi petani,
dparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai
kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnyal).

Ada 6 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

& Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.

b Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon
lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.

Tahap Penyaluran Dana Hibah ke rckening kelompok sasaran yang
dilakukan olch DPPKA Kabu paten.

Tahap Pencairan Dana Hibah yang dilakukan oleh kelompok.

r:“hﬂp kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Hibah yang
[ dilakukan oleh kelompok. _ _

Pag ahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.
kﬂ:‘ lingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap
lape sasaran dilakukan oleh perangkat desa dan anggota kelompok.
digﬂ':‘?&i Pengaduan penyimpangan terhadap P"-‘“fﬂﬂla?in _dana dapat
st PAikan kepada Tim Teknis Kabupaten. Pengaduan dari masyarakat
Ta ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

¢ BUPATI SINTANG,

L.

d.
3

'r"

MILTON CROSBY
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PERATURAN BUPAT] SINTANG .

B F. IV i .
, W[R,\N NOMOR TAHUN 2012
V\h TANGGAL : 2012
TENTANG : PED
UNTS}I\(AAN PENGELOLAAN DANA HIBAH

RAKYAT PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
PENDAI _ATAS  BEBAN  ANGGARAN
PATAN DAN BELANJA DAERAH

}2((1;\{32UPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

MONITORING, EVALUAS] DAN PELAPORAN

_ngan dan tanggung Jawab pengelolaan dana Hibah ada pada kelompok
waen Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif dan
5o 'n unaannya dalaf_n _pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring
epet Vl:':l]uaSi djla}'(ukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah
dﬂﬂcmungkin timbul maupun .tmgkat keberhasilan yang dapat dicapai.
@ . monitoring dan evg\luasx dilakukan secara berkala dan berjenjang
Kegldi dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan
., ‘ n kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat
idf’mlum dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan
| et h dilakukan kegiatan (ex-post).

| elela .

S,F[]zmpok Tani ~ membuat  laporan  fisik  kegiatan termasuk
htrmasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim
reknis Kabupaten sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan
ersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara
berjernjang. '

rm Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat
japoran pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang,
intuk dilaporkan ke Bupati yang mencakup :

|. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.

). Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten.

3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan
dituangkan dalam juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten.

4 laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan
usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.

3. Laporan disampaikan secara terbuka dan berjenjang mulai dari tingkat
kelompok sampai ke Kabupaten mengenai pencapaian sasaran fungsional
dengan contoh format laporan dari kelompok disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing.

Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran pelaporan menjadi pertimbangan
Xngalokasian anggaran pada tahun berikutnya.

gl?ntoh _F'Ormat Surat Permohonan Bantuan untuk Pengembangan Karet,
eiFe’T{f_itlka Proposal Hibah, Penctapan Kelompok Tani Sasaran, Naskah
Anjlan Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Uang

4Poran Penggunaan Dana Hibah sebagai berikut :

A. Contoh .__



't..:_ £ p FORMAT SURAT PERMOHONAY . 00870

§

i
7

KELOMPOK TANI ..
DESP!. .................. DUSUN """""""""""
KECAM_&T&N i A
..................... e 2{}“

: Kepada Yth
Ao’ .1 (satu) berkas B )
L™ . permohonan Hibah o AT SINTANG
F,,—.‘hal Kebun Karet Rakyat Sintang

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan
pelaksanaan tugas-tggas Pemerintahan di Kecamatan ...... Desa
_______ Dusun ..... Di wilayah Kabupaten Sintang, dan dalam
rangka menunjang kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sintang, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan
bantuan dalam !L]-Ei'lt].'lk hibah berupa uang, sehingga pelaksanaan
tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan
aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk :

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya
Bapak berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk
pemberian hibah wang. Sebagai bahan pertimbangan Bapak,
terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan
Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
Ketua Kelompok Tani

.................................

B. Sistematika ...
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\ / sﬁﬁﬂﬂ PROPOSAL HIBAH.

!gl:m I
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ghB
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PENDAHULUAN

RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
WAKTU DAN LOKASI HIBAH
JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
NILAI HIBAH

PENUTUP

C. Contoh ...
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g FORMAT FEALIAPAN KELO
10 MPOK TANI SASARAN :

KEPUTUSAN Bupary SINTANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

ENETAPAN KELOMPOK TAN] spg

A
pEMBANGUNAN PERKEBUNAN RA};R¢N PRNERIMA DANA HIBAH

AT
TAHUN ANGGARAN Qé{;\QBUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

a. bahwa ....... .. .

b. bahwa ......... ; dst

1. Undang-Undang ...... ; dst

2. Peraturan Pemerintah ..., ; dst
3. Peraturan Daerah ... ; dst ’

MEMUTUSKAN -

Kelompok  Tani  Sasaran Penerima Dana  Hibah
Pembangunan Perkebunan Rakyat Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2012 , dengan nama-nama kelompok tani
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... sampai dengan
Lampiran .... Keputusan ini.

Besarnya Dana Hibah yang diterima kelompok tani
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan
ini, tercantum dalam Kolom 5 Lampiran Keputusan ini yang
besarnya tidak sama untuk masing-masing Kecamatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa :

a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

b. apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2012

BUPATI SINTANG,

-------------------------

00872
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KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

N : MOR
- NOMOR -
- TANGOAL TAHUN 2012
7 TEN’\'H.N‘.‘ : W . g
L. PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN

PENERIMA DANA HIBAH Pi-;mmmaumﬂ
\*.\-.}ftl&_\v.mmaﬂ RARYAT mHL\PM‘EN
SINTANG TAHUN ANGUARAN 2012

KAMA KELOMPOK TANI PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN
AMA DERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN ..ooooo0
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

seeTRE NAMA KETUA Bi-:ﬁii:‘
. ; HBA
oA pDUSUN KELOMPOK KELOMPOK b
pESA! TANI S\ BB
—a 3 \ R 5

D. Contoh ..
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\ ,-// y FORMAT NASKAH PERJANg1A HIBAH DAERAY - =
p :
NASKAH PERJANJIAN Higay DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN

KELOMPOK TAN]

------
.............

TENTANG

BELANJA HIBAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT

. NOMOR .
s ini Laeeeses tanggal ........... Buk :
! ari ini : al wian ........... Tahun ..........
;ﬁ:.:éﬂ tangan dibawah ini : Hn s antyang
| Nama 5 e,
Jabatan :  Bupati Sintang
Alamat Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang,
selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA.

) Nama P
Jabatan : Ketua Kelompok Tani

AMamat Lengkap

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani ............. , selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

kranjian Hibah ini dibuat berdasarkan :
L Undang-Undang Nomor ........ 3
1 Dst...:

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN
Pasal 1

! Maksud Perjanjian Hibah ini adalah sebagai salah satu dasar pemberian
dan pelaksanaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan

Perkebunan Rakyat Tahun Anggaran 2012 .

{4 Tyjuan Perjanjian Hibah ini  untuk tercapainya tertib administrasi

Pengelolaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan
kyat di wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 .

RUANG LINGKUP PEMBERIAN HIBAH
Pasal 2

H

| EIH*'*K PERTAMA memberikan hibah atas beban Anggaran Pendapatan
uan Ec!anja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 , berupa
p:ng kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam rangka
. nj’ﬂlenggaraan kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat sebesar Rp.

.‘QQGI‘!I"I,J

|-n¢*1¢... '"_-'.‘.” ................. T SasERPEEE
(2) Hibah ...
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan

Hibﬂh KEDUA untuk kebutuhan belanja Kegiatan Pembangunan

P‘H}::I;urrmﬂ Rakyat dengan rinciant kebutuhan sebagai berikut :
Plsetana oo A - RN s
9 o
Dﬁt o
b

pENYERAHAN DAN pERTﬁE?U;wmawmm DANA HIBAH
i

PERTAMA berkewajiban menyerahkan belanja hibah sebagaimana
ksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA sesuai
osedur dan mekanisme pencairan dana berdasarkan ketentuan yang

an dalam pengelolaan keuangan daerah.

pIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab sebatas pada penyerahan
gana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini,
wepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab
cepenuhnya atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada

pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.

pHAK KEDUA berkewajiban dan berlanggung jawab menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, kepada PIHAK PERTAMA
paling lambat tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila PIHAK KEDUA' tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib
mengembalikan  dana Hibah yang diterimanya kepada Pemerintah
Kabupaten Sintang.

PENUTUP
Pasal 4

Perjanjian Hibah daerah ini berlaku sejak proses penyerahan oleh PIHAK
PERTAMA sampal dengan penggunaan dan pertanggungjawaban
Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)
Perjanjian ini olch PIHAK KEDUA masih berjalan.

Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di
4as kertas dengan bermaterai cukup dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua)
’?“E:kap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap dipegang
Oleh PIHAK KEDUA, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang
$ama dap mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

..............................
-------------

E. Contoh

00875
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mmT SURAT PERNY
¥1OR AN HIBAH UANG : ATAAN  TANGGUNGJAWAB
00 GGUN

P gt

SURAT P:ERNY&TMN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN HIBAH UANG

(o] R
yang bertanda tangan dibawah ini .......................... selaku Ketua
Jlompok TAND i, » beralamat di ..................,, menyatakan
];a Hanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima

cuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan membuktikan
Pcnggunaaﬂ dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar.

Tempat, tanggal ..........
Penerima Hibah ..........

Materai
Rp. 6.000,-

F. Format ..



/"y LAPORAN PENGGUNAAN DANA Hipan 00877

1! risikal penjelasan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan

La].hal lain yang menggambarkan perencanaan kegiatan).

(ENCANAAN KEGIATAN
4 Bcrisikan penjellilsarn ’tentang peréncanaan awal kegiatan, maksud dan
juan kem";{po,-, LSde‘rdn,S.erta penjelasan lain yang menggambarkan
perencanﬂan cglatan sesual dengan proposal pengajuan kegiatan)

oLAKSANAAN KEGIATAN

perisikan penjelasan secara lengkap tentang pelaksanaan kegiatan dan

hasil yans dicapai dalam kegiatan serta hambatan-hambatan yang
ginadapi dan pemecahannya.)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

(Berisikan laporan fealisasi‘ penggunaan dana baik yang didapat secara
swadaya maupun yang diperoleh dari hibah Pemerintah Kabupaten
Sintang)

5. PENUTUP
(Berisikan kesimpulan dan saran)

6. LAMPIRAN-LAMPIRAN
(Berisikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu seperti bukti-bukti
pengeluaran dana, fotocopy surat keputusan pembentukan kelompok,
fotocopy berita acara serah terima dana, fotocopy naskah perjanjian
hibah, fotocopy dokumentasi kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap
perlu),

¢ BUPATI SINTANG,

NG

/
MILTON CROSBY



